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KEPUTUSAN KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA 

 KABUPATEN PURWAKARTA  

NOMOR : KPG.03.01.01/42-Kep.SatpolPP/2024 

 

TENTANG 

PEDOMAN TEKNIS PERENCANAAN KINERJA PADA SATUAN POLISI  

PAMONG PRAJA KABUPATEN PURWAKARTA  

 

KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA 

 KABUPATEN PURWAKARTA, 

 

Menimbang : a. bahwa dalam rangka penyelenggaraan pembangunan 

daerah pada tiap bidang urusan pemerintahan yang 

menjadi kewenangan daerah, maka perlu disusun 

dokumen perencanaan pembangunan daerah dan 

dokumen perencanaan pembangunan perangkat daerah 

yang baik sebagai acuan dalam pelaksanaan 

pembangunan tersebut ; 

b. bahwa Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan 

sebagaimana dimaksud pada huruf a diatas, mengacu 

pada Peraturan Bupati Purwakarta Nomor 55 Tahun 2022 

tentang Pedoman Penyusunan Perencanaan Pembangunan 

Daerah ; 

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 

pada huruf a dan Huruf b perlu menetapkan Surat 

Keputusan Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten 

Purwakarta tentang Pedoman Teknis Perencanaan Kinerja 

pada Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Purwakarta. 

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang 

pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten 

Subang dengan merubah Undang-undang Nomor 14 

Tahun 1950 tentang pembentukan Daerah-daerah 

Kabupaten dalam lingkungan Provinsi Jawa Barat; 

2. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang 

keuangan Negara (Lembaga Negara Republik Indonesia 

tahun 2003 nomor 47, Tambahan Lembaran Negara 

Repiblik Indonesia Nomor 4286) ; 
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3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem 

Perencanaan Pembangunan Nasional (LNRI tahun 2004 

nomor 104, TLNRI nomor 4421); 

4. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang 

Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan 

Pemerintah Daerah (LNRI tahun 2004 Nomor 126) ; 

5. Undang Undang 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan 

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia  Nomor 5587), sebagaimana telah diubah 

berapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 

Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara 

Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah ( Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

6757); 

6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang 

Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan 

Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 6757);  

7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang 

Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);  

8. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 126 

Tahun 2023 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan 

dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024; 

9. Peraturan Bupati Purwakarta Nomor 104 Tahun 2020 

Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan 

Fungsi, Serta Tata Kerja  Satuan Polisi Pamong Praja 

Kabupaten Purwakarta; 

10. Peraturan Bupati Purwakarta Nomor 55 Tahun 2022 

tentang Pedoman Penyusunan Dokumen Perencanaan 

Pembangunan. 
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M E M U T U S K A N 
Menetapkan :  

KESATU : Menetapkan Pedoman Teknis Perencanaan Kinerja Pada Satuan 

Polisi Pamong Praja Kabupaten Purwakarta sesuai Peraturan 

Bupati Purwakarta Nomor 55 Tahun 2022 tentang Pedoman 

Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan; 
 

KEDUA : 
Pasal 13 

 (1) Renstra Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 11 ayat (3) huruf a memuat tujuan, sasaran, program, 
dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan 
Urusan Pemerintahan Wajib dan/atau Urusan Pemerintahan 
Pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat 
Daerah, yang disusun berpedoman kepada RPJMD dan 

bersifat indikatif.  

(2)  Renja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 
11 ayat (3) huruf b memuat program, kegiatan, lokasi, dan 
kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan 
pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat 
Daerah, yang disusun berpedoman kepada Renstra 
Perangkat Daerah dan RKPD.  

Pasal 15 

(1)  Perangkat Daerah menyusun Renstra Perangkat Daerah dan 
Renja Perangkat Daerah.  

(2)  Dalam rangka penyusunan Renstra Perangkat Daerah dan 
Renja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat 
(1), Perangkat Daerah melakukan koordinasi, sinergi dan 
harmonisasi dengan Bappelitbangda dan pemangku 
kepentingan. 

Bagian Keenam 

Tata Cara Penyusunan Renstra Perangkat Daerah 

Paragraf 1 

Persiapan Penyusunan Renstra 

Pasal 96 

Persiapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) 

huruf a, meliputi:  

a. penyusunan rancangan keputusan Kepala Daerah tentang  

pembentukan tim penyusun Renstra Perangkat Daerah;  

b. orientasi mengenai Renstra Perangkat Daerah;  

c. penyusunan agenda kerja tim penyusun Renstra Perangkat 

Daerah; dan  

d. penyiapan data dan informasi perencanaan pembangunan 

Daerah berdasarkan SIPD.  

Paragraf 2 

Penyusunan Rancangan Awal Renstra Perangkat Daerah 

Pasal 97 

Penyusunan rancangan awal Renstra Perangkat Daerah 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) huruf b 

dilakukan bersamaan dengan penyusunan rancangan awal 
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RPJMD. 

Pasal 98 

Penyusunan rancangan awal Renstra Perangkat Daerah 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 97 mencakup: 

a. analisis gambaran pelayanan;  

b. analisis permasalahan;  

c. penelaahan dokumen perencanaan lainnya;  

d. analisis isu strategis;  

e. perumusan tujuan dan sasaran Perangkat Daerah 

berdasarkan sasaran dan indikator serta target kinerja 

dalam rancangan awal RPJMD;  

f. perumusan strategi dan arah kebijakan Perangkat Daerah 

untuk mencapai tujuan dan sasaran serta target kinerja 

Perangkat Daerah; dan  

g. perumusan rencana program, kegiatan, indikator kinerja, 

pagu indikatif, lokasi kegiatan dan kelompok sasaran 

berdasarkan strategi dan kebijakan Perangkat Daerah 

sebagaimana dimaksud pada huruf f serta program dan pagu 

indikatif dalam rancangan awal RPJMD.  

Pasal 99 

Penyusunan rancangan awal Renstra Perangkat Daerah 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98, disajikan dengan 

sistematika paling sedikit memuat:  

a. pendahuluan;  

b. gambaran pelayanan Perangkat Daerah;  

c. permasalahan dan isu strategis Perangkat Daerah;  

d. tujuan dan sasaran;  

e. strategi dan arah kebijakan;  

f. rencana program dan kegiatan serta pendanaan;  

g. kinerja penyelenggaraan bidang urusan; dan  

h. penutup.  

Paragraf 3 

Penyusunan Rancangan Renstra Perangkat Daerah 

Pasal 100 

(1)  Rancangan Renstra Perangkat Daerah disusun dengan 

menyempurnakan rancangan awal renstra Perangkat 

Daerah berdasarkan surat edaran Kepala Daerah tentang 

penyusunan rancangan renstra Perangkat Daerah 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53.  

(2)  Rancangan Renstra Perangkat Daerah sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) dibahas dalam forum Perangkat 

Daerah/lintas Perangkat Daerah.  

(3)  Hasil kesepakatan forum Perangkat Daerah/lintas 

Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud ayat (2) 

dirumuskan dalam Berita Acara. 

(4)  Rancangan Renstra Perangkat Daerah disempurnakan 

berdasarkan Berita Acara sebagaimana dimaksud pada 
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ayat (3).  

(5)  Rancangan Renstra Perangkat Daerah sebagaimana 

dimaksud pada ayat (4) disajikan dengan sistematika 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 99.  

Pasal 101 

(1)  Rancangan Renstra Perangkat Daerah sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 100 ayat (5) disampaikan oleh 

kepala Perangkat Daerah kepada kepala Bappelitbangda 

untuk diverifikasi dan dijadikan sebagai bahan masukan 

dalam penyempurnaan rancangan awal RPJMD.  

(2)  Penyampaian Rancangan Renstra Perangkat Daerah 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lambat 10 

(sepuluh) hari setelah pelaksanaan forum Perangkat 

Daerah/lintas Perangkat Daerah.  

Pasal 102 

(1)  Bappelitbangda melakukan verifikasi terhadap rancangan 

Renstra Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 101.  

(2)  Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan 

untuk memastikan rancangan Renstra Perangkat Daerah 

telah selaras dengan rancangan awal RPJMD dan 

mengakomodir hasil Berita Acara sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 100 ayat (3).  

Pasal 103 

(1) Dalam hal hasil verifikasi sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 102 ayat (2) ditemukan ketidaksesuaian, 

Bappelitbangda menyampaikan saran dan rekomendasi 

untuk penyempurnaan rancangan Renstra Perangkat 

Daerah kepada Perangkat Daerah.  

(2) Berdasarkan saran dan rekomendasi sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1), kepala Perangkat Daerah 

menyempurnakan Rancangan Renstra Perangkat Daerah.  

(3) Rancangan Renstra Perangkat Daerah yang telah 

disempurnakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 

disampaikan kembali oleh kepala Perangkat Daerah kepada 

kepala Bappelitbangda.  

Pasal 104 

Verifikasi rancangan Renstra Perangkat Daerah sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 103, disampaikan paling lambat 2 (dua) 

minggu setelah penyampaian rancangan Renstra Perangkat 

Daerah. 

Paragraf 5 

Perumusan Rancangan Akhir Renstra Perangkat Daerah 

Pasal 107 

(1)  Perumusan rancangan akhir Renstra Perangkat Daerah 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) huruf e, 

merupakan proses penyempurnaan rancangan Renstra 
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Perangkat Daerah menjadi rancangan akhir Renstra 

Perangkat Daerah berdasarkan Peraturan Daerah tentang 

RPJMD.  

(2)  Perumusan rancangan akhir Renstra Perangkat Daerah 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan untuk 

mempertajam strategi, arah kebijakan, program dan 

kegiatan Perangkat Daerah berdasarkan strategi, arah 

kebijakan, program pembangunan Daerah yang ditetapkan 

dalam Peraturan Daerah tentang RPJMD.  

(3)  Rancangan akhir Renstra Perangkat Daerah provinsi 

disajikan dengan sistematika sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 99. 

Paragraf 6 

Penetapan Renstra Perangkat Daerah 

Pasal 108 

(1)  Rancangan akhir Renstra Perangkat Daerah sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 107 ayat (3), disampaikan kepala 

Perangkat Daerah kepada kepala Bappelitbangda untuk 

diverifikasi.  

(2)  Rancangan akhir Renstra Perangkat Daerah sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1), disampaikan paling lambat 1 (satu) 

minggu setelah Peraturan Daerah tentang RPJMD 

ditetapkan.  

Pasal 109 

(1)  Verifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 102 ayat (1), 

harus dapat menjamin tujuan, sasaran, strategi, arah 

kebijakan, program, dan kegiatan Perangkat Daerah dalam 

Renstra Perangkat Daerah selaras dengan Peraturan 

Daerah tentang RPJMD.  

(2)  Apabila hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat 

(1), ditemukan ketidaksesuaian, Bappelitbangda 

menyampaikan saran dan rekomendasi untuk 

penyempurnaan rancangan akhir Renstra Perangkat 

Daerah kepada Perangkat Daerah.  

(3)  Berdasarkan saran dan rekomendasi sebagaimana 

dimaksud pada ayat (2), kepala Perangkat Daerah 

menyempurnakan rancangan akhir Renstra Perangkat 

Daerah. ( 

4)  Rancangan akhir Renstra Perangkat Daerah yang telah 

disempurnakan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) 

disampaikan kembali oleh kepala Perangkat Daerah kepada 

kepala Bappelitbangda untuk dilakukan proses penetapan 

Renstra Perangkat Daerah. 

Pasal 110 

Verifikasi rancangan akhir Renstra Perangkat Daerah 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 109 ayat (4), paling lambat 

2 (dua) minggu setelah penyampaian rancangan akhir Renstra 
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Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 108 

ayat (2). 

Bagian Ketujuh 

Tata Cara Penyusunan Renja Perangkat Daerah 

Paragraf 1 

Persiapan Penyusunan Renja Perangkat Daerah 

Pasal 113 

Persiapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) 

huruf a, meliputi:  

a. penyusunan rancangan keputusan Kepala Daerah tentang 

pembentukan tim penyusun Renja Perangkat Daerah;  

b. orientasi mengenai Renja Perangkat Daerah;  

c. penyusunan agenda kerja tim penyusun Renja Perangkat 

Daerah; dan  

d. penyiapan data dan informasi perencanaan pembangunan 

Daerah berdasarkan SIPD.  

Paragraf 2 

Penyusunan Rancangan Awal Renja Perangkat Daerah 

Pasal 114 

(1)  Perangkat Daerah menyusun rancangan awal Renja 

Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 

ayat (2) huruf b, paling lambat minggu pertama bulan 

Desember. 

(2)  Penyusunan rancangan awal Renja Perangkat Daerah 

berpedoman pada Renstra Perangkat Daerah, hasil evaluasi 

hasil Renja Perangkat Daerah tahun lalu, dan hasil evaluasi 

hasil Renja Perangkat Daerah tahun berjalan.  

Pasal 115 

(1)  Berpedoman pada Renstra Perangkat Daerah sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 114 ayat (2), bertujuan untuk 

menjamin kesesuaian antara program, kegiatan, lokasi 

kegiatan, kelompok sasaran, serta prakiraan maju yang 

disusun dalam rancangan awal Renja Perangkat Daerah 

dengan Renstra Perangkat Daerah.  

(2)  Berpedoman pada hasil evaluasi hasil Renja Perangkat 

Daerah tahun lalu dan hasil evaluasi hasil Renja Perangkat 

Daerah tahun berjalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 

114 ayat (2), bertujuan untuk memastikan bahwa rumusan 

kegiatan alternatif dan/atau kegiatan baru yang disusun 

dalam rancangan awal Renja Perangkat Daerah dilakukan 

dalam rangka optimalisasi pencapaian sasaran Renstra 

Perangkat Daerah.  

Pasal 116 

Penyusunan rancangan awal Renja Perangkat Daerah 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 114, mencakup:  

a. analisis gambaran pelayanan Perangkat Daerah; dan  

b. hasil evaluasi Renja Perangkat Daerah tahun lalu.  
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Pasal 117 

Hasil perumusan rancangan awal Renja Perangkat Daerah 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 116, disajikan dengan 

sistematika paling sedikit memuat:  

a. pendahuluan; b. hasil evaluasi Renja Perangkat Daerah 

tahun lalu;  

c. tujuan dan sasaran Perangkat Daerah;  

d. rencana kerja dan pendanaan Perangkat Daerah;  

dan  

e. penutup. 
 

KETIGA : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan . 

 

Ditetapkan di :  Purwakarta 
Pada Tanggal :  2 Juli 2024 

 

KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA 
KABUPATEN PURWAKARTA 

 
 
 
 

AULIA PAMUNGKAS, ST, M.Si 
NIP. 19810623 200604 1 008 

 
 

 
 

Tembusan: disampaikan kepada; 

1. Yth. Pj. Bupati Purwakarta (sebagai laporan); 

2. Yth. Sekretaris Daerah Kabupaten Purwakarta; 

3. Yth. Inspektur Inspektorat Daerah Kabupaten Purwakarta. 

 


